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PUTUSAN 
Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Sak 

 بـســـــــــم الله الرحـمـن الرحـيـم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

PEMOHON, NIK 1408100704880003, tempat/tanggal lahir di Belutu, 07 

April 1988/umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 

Karyawan Swasta (PT. Hutama Karya Infrastuktur), tempat tinggal di 

Kabupaten Siak, sebagai Pemohon; 

melawan 

TERMOHON, NIK 1408106808900001, tempat/tanggal lahir Teluk Binjai, 

28 Agustus 1990/umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu 

bertempat tinggal di Kabupaten Siak, sekarang tidak diketahui 

alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai 

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti surat dan 

saksi-saksi di muka sidang; 

    DUDUK PERKARA 

 Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 

September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak 

Sri Indrapura, dengan Register Perkara Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.Sak, 

tanggal 29 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 telah dilangsungkan perkawinan 

antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panai Hulu, 

Disclaimer
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Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat 

dalam Akta Nikah No. 313/13/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008; 

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan 

Termohon berstatus gadis; 

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 

1 orang anak yang bernama: 

 Muhammad Reza Damanik bin Robin Damanik, lahir tanggal 25 Maret 

2010; 

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah 

kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Dusun II, Desa Cinta 

Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi 

Sumatra Utara sekitar 1 minggu; kemudian Pemohon dan Termohon pindah 

rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Jalan Sultan Syarif Qasim, 

RT. 004, RW. 006, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan  Kandis, 

Kabupaten Siak, dan Termohon sejak 10 Juli tahun  2012 hingga sekarang 

tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik  Indonesia; 

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya 

berjalan harmonis, akan tetapi sejak 07 Juli Tahun 2012 rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh 

karena; 

a) Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain; 

b) Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon; 

c) Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa berpamitan; 

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Pemohon dan Termohon terjadi 

pada 10 Juli  tahun 2012 yang menyebabkan antara Pemohon dan 

Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan meninggalkan 

Pemohon tanpa berpamitan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan 

Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana 

layaknya suami istri; 

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana 

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah 
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tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan 

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena 

perceraian; 

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian 

Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus 

menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, 

telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar 

hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan; 

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; 

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini 

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat 

menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon 

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya 

sebagai berikut: 

PRIMER: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Siak Sri Indrapura; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum; 

SUBSIDER: 

 Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

 Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah 

datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah 

datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain 

sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun 

berdasarkan relaas panggilan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 30 

September 2020 dan tanggal 02 Oktober 2020 Termohon telah dipanggil 
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secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan 

yang sah; 

  Bahwa dalam rangka usaha damai, Majelis Hakim dalam setiap 

persidangan telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar  

mempertahankan rumah tangganya untuk rukun kembali dengan Termohon, 

akan tetapi tidak berhasil;    

Bahwa oleh kerena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan 

perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan 

dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan Register 

Perkara Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 29 September 2020 dan 

terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut: 

A. Surat: 

 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313/13/XII/2008 tanggal 15 Desember 

2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu. Bukti tersebut telah diberi meterai 

cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai 

dengan yang aslinya, bertanda bukti P; 

B.  Saksi: 

1. Saminah binti Karyo Sandim, umur 50 tahun, agama Islam, 

pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal 

di Jalan Sultan Syarif Kasim, RT 004, RW 006, Desa Simpang Belutu, 

Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ibu kandung 

Pemohon; 

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Elikuspita, dan Saksi 

mengenalnya; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah 

menikah di rumah Saksi di Jalan Jalan Sultan Syarif Kasim, RT 004, 
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RW 006, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, 

Provinsi Riau; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada 

mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi 

pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal; 

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan 

Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah 

mendengar langsung keduanya sedang bertengkar di rumah Saksi, 

dan masalah yang dipertengkarkan Termohon berselingkuh dengan 

laki-laki lain; 

- Bahwa Termohon telah pergi bersama laki-laki lain dari rumah 

kediaman bersama meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 dan 

sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi; 

2. Adel Damanik bin Sorip, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan 

SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Jalan Sultan Syarif 

Kasim, RT 004, RW 006, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, 

Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ayah kandung 

Pemohon; 

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Elikuspita, dan Saksi 

mengenalnya; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah 

menikah di rumah Saksi di Jalan Jalan Sultan Syarif Kasim, RT 004, 

RW 006, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, 

Provinsi Riau; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada 

mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi 

pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal; 
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- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan 

Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah 

mendengar langsung keduanya sedang bertengkar di rumah Saksi, 

dan masalah yang dipertengkarkan Termohon berselingkuh dengan 

laki-laki lain; 

- Bahwa Termohon telah pergi bersama laki-laki lain dari rumah 

kediaman bersama meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 dan 

sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi; 

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah 

diajukannya di atas; 

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada 

pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang 

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas;  

  Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  

Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon 

yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan dan 

juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah 

serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka 

patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap sidang tidak hadir; 

 Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan 

tanpa hadirnya Temohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., 

permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon 

(verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;  

 Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara 

permohonan Cerai Talak dan Termohon sesuai dengan relaas panggilan 

beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri 
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Indrapura, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara 

relative dan absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaiakan 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap 

persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat 

mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, 

akan tetapi tidak berhasil; 

 Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai 

hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan 

dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, 

yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini; 

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah 

akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup 

(dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah 

memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 

R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea 

Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan 

oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data 

bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Desember 

2008 data mana relevan dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian 

patut untuk dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah 

suami istri yang sah dan oleh karenananya Pemohon dan Termohon adalah 

pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in 

judicio); 

   Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon 

dapat disimpulkan, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk 
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diberi izin menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dengan alasan 

sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya antara 

suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus 

menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan 

pada tanggal 10 Juli 2012 pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamitan dan 

sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon 

telah mangajukan bukti dua orang saksi yang telah dewasa, sehat jasmani dan 

rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya 

dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara 

terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah 

memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg; 

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan 

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan 

dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim nilai bahwa pada pokoknya 

para saksi mengetahui, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon 

berselingkuh dengan laki-laki lain dan pergi dengan laki-laki lain sejak tahun 

2012 sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;  

 Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas, dinilai didasarkan atas 

apa yang dilihat dan dengar secara langsung dan kesaksian mana saling 

mempunyai kesesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil 

permohonan Pemohon, sehingga secara materiil sesuai ketentuan 306-309 

R.Bg., kesaksian para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai 

pembuktian yang sah; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat 

Majelis Hakim kemukakan fakta, Bahwa benar telah terjadi perselisihan antara 

Pemohon dengan Termohon dengan sebab Termohon berselingkuh dengan 

laki-laki lain dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bersama laki-
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laki lain sejak tahun 2012 sampai sekarang dan Termohon sudah tidak 

diketahui keberadaannya baik di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dinilai telah cukup 

membuktikan bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang bersifat terus menerus dan antara suami istri sekarang juga 

sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, 

hal mana dapat dilihat selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik 

lagi sebagai suami istri dan masing-masing sudah mengabaikan hak dan 

tanggungjawabnya sebagai suami istri;   

 Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan dan rumah tangga yang 

sudah demikian adanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan 

antara keduanya tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi 

keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan 

kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin 

yang akan dialami oleh salah satu pihak husunya Pemohon, sehingga 

karenanya hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. 

Maka dengan demikian, penceraian telah dapat diambil sebagai solusi yang 

terbaik untuk keduanya dan selaras dengan asas hukum Islam dalam kitab Al-

Asybah wa Al-Nazhoir, halaman 59 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai 

dalil hukum dalam perkara ini, yang berbunyi: 

  درأ ا لمفا سد أ ولى من جلب ا لمصالح     
 
Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar 

kemashlahatan (yang belum jelas)”; 

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim 

perlu mengetengahkan dalil syar’i, yaitu firman Allah, SWT dalam Surah Al-

Baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

 وَ انِْ عَزَمُوا الطَّلاقََ فاَِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”; 

  Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, 

Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan 
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Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. 

Pasal 116 huruf f  dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan 

oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk 

melakukan perceraian; 

  Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan 

Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada 

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan 

sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura setelah putusan ini berkekuatan 

hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam; 

       Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada 

Pemohon; 

 Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;    

MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;   

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i  terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura;   

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp859.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) 

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh 

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad 

Novriandi, S.H., dan Deded Bakti Anggara, L.c., masing-masing sebagai 
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Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut 

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh 

Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H., 

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya 

Termohon; 

                      Ketua Majelis  
 
 Ttd 
 
Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. 

   Hakim Anggota                  Hakim Anggota 
  

 Ttd               Ttd 
  

H. Muhammad Novriandi, S.H.   Deded Bakti Anggara, L.c.  
 

 Panitera Pengganti, 

                                              
Ttd 
 

                                           Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. 
 
Perincian Biaya: 

1. PNBP 
a. Pendaftaran 
b. Panggilan pertama Pemohon 
c. Panggilan pertama Termohon 
d. Redaksi 
e. Pemberitahuan isi putusan 

2.  Biaya ATK 

 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

      
     30.000,00 
     10.000,00 
     10.000,00 
     10.000,00 
     10.000,00 
     60.000,00     

3. Panggilan 
4. Pemberitahuan isi putusan 
5. Meterai 

Rp 
Rp 
Rp 

   650.000,00 
     70.000,00   
       9.000,00 

     Jumlah                                               Rp       859.000,00  
                                                            (delapan lima puluh sembilan ribu rupiah)
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